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BAB V 

PENUTUP   

5.1.   Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Tinjauan ‘Urf 

Terhadap Larangan Menikah dengan Orang yang Sesuku dengan Mantan Istri 

Atau Suami (Studi Kasus Di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX 

Kabupaten 50 Kota), maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Latar belakang yang menyebabkan terjadinya ketentuan larangan 

menikah dengan orang yang sesuku dengan mantan istri atau suami di 

Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota dilatar 

belakangi 3 alasan diantaranya; pertama, adanya pertikaian atau 

perpecahan yang terjadi pada pasangan suami atau istri yang berdampak 

besar terhadap kampung dan nagari. Kedua, adanya kesepakatan 

pemuka-pemuka adat terdahulu. Ketiga, untuk menjaga hubungan 

kekerabatan baik yang sudah terjalin maupun yang belum. 

2. Dampak dari adanya larangan menikah dengan orang yang sesuku 

dengan mantan istri atau suami di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur 

IX tidak begitu besar. Dampaknya terbagi menjadi dua; yang pertama 

adanya dampak positif yaitu dengan adanya aturan tersebut, calon 

pasangan menjadi lebih berhati-hati dan cenderung memilih pasangan 

yang tidak memiliki hubungan langsung dengan keluarga mantan istri 

atau suami mereka. Mereka menghindari menikah dengan orang yang 

masih terlalu dekat secara kekerabatan dengan mantan pasangan, karena 

hal itu dianggap dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Kedua, 

adanya dampak negatif yaitu dengan adanya aturan tersebut dapat 

meningkatkan terjadinya perilaku yang kurang sehat, seperti perzinahan 

atau hubungan terlarang.  

3. Perspektif hukum Islam terhadap larangan menikah dengan orang yang 

sesuku dengan  mantan istri atau suami tersebut tidak termasuk ke 

dalam kategori orang yang haram dinikahi. Larangan pernikahan hanya 
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meliputi hubungan nasab, persusuan, semnda sebagaimana yang 

dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, pernikahan sengan 

orang yang sesuku dengan mantan istri atau suami pada dasarnya tetap 

sah selama memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan. Berdasarkan 

perspektif ‘urf menunjukkan bahwa larangan menikah dengan orang 

yang sesuku dengan mantan istri atau suami dalam adat Nagari Koto 

Lamo Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota termasuk dalam kategori 

‘urf fasid. Hal ini karena ketentuan adat tersebut bertentangan dengan 

ketentuan hukum Islam yang tidak melarang pernikahan seperti itu. 

Walaupun demikian, adat tersebut tetap dijalankan karena dianggap 

memiliki fungsi social dalam menjaga hubungan kekerabatan dan 

menghindari konflik dalam masyarakat di kemudian hari.  

5.2.   Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Tinjauan ‘Urf 

Terhadap Larangan Menikah Dengan Orang Yang Sesuku Dengan Mantan Istri 

Atau Suami (Studi Kasus Di Nagari Koto Lamo Kecamatan Kapur IX 

Kabupaten 50 Kota), maka penulis menyarankan kepada beberapa pihak 

sebagai berikut:  

1. Penulis menyarankan kepada ninik mamak untuk lebih terbuka lagi 

menjelaskan norma yang berlaku dengan mengedepankan prinsip dasar 

hukum Islam yang lebih menyeluruh mengenai ketentuan larangan 

menikah sesuku dengan mantan istri atau suami  

2. Penulis menyarankan kepada masyarakat Nagari Koto Lamo untuk 

bekerja sama dalam membuat kesepakatan harus merujuk kepada aturan 

yang bersifat baku, jelas dan mengikat agar masyarakat tidak bingung 

dengan aturan yang telah berlaku tersebut. 

3. Penulis menyarankan adat tetap dihormati, tetapi tidak boleh 

bertentangan dengan hukum Islam, hukum negara, dan kemaslahatan 

masyarakat. Larangan tersebut dapat dipertahankan sebagai 

pertimbangan sosial dalam kondisi tertentu, tetapi tidak menjadi 
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larangan mutlak. Dengan perubahan tersebut, adat tetap berperan dalam 

menjaga keharmonisan masyarakat tanpa menghilangkan hak seseorang 

untuk melangsungkan perkawinan yang sah. 
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